
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 3 TAHUN 2OI7

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BURU

Menimbang : a.

BUPATI BURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Al4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan Pasal 18
Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Buru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d"imaksud dalam huruf a diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Buru;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AOO tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Mengingat : 1.

b.

2.



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaAQ;
Undang-Undang Nomor L2 Tah:un 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5%a);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679|;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a578\;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2At4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2Al5 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13

Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.



11.

12.

13.

14.

15.

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1
Nomor 31O);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2AA tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Aru Nomor 32)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2AA Tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2A9\;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2A14 Nomor 2A93l';
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2AA Nomor 2A9a\
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2Ol5 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor
17 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2076 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor

18 Tahun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun
2Ot7 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Buru Nomor 9O Tahun 2A16

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2016 Nomor 9O).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN

DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017.

16.

t7

18.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelen gata Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah BuPati Buru.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru'

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas

Pemberd ayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru'
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah

Kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yarrg disebut dengan nama

lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Llrusan pemerintaLtan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'
g. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau

prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang

telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan

oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan

prakasa masyarakat Desa.

11.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa,dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau

perolehan hak lainnYa Yang sah-

|2.Bad,an usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masYarakat Desa'

13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang

bergerak dan barang tidak bergerak'

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan DeSa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakart

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa'



16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mer:ger-rrbangkan kerrranriir'ian dan kesejairieraal rriasyai=akai

demgan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampiJan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber da5ra

melalui penetapan kebijakan, prograrn, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebuiuiian nrasYar"akai Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan

Bupail ini nreiiPuii:
a. Kewenangan berdasarkan krak asal usrrl;
b. Kewenangan lokal berskala Desa-

Pasal 3

Ke-wenaitgan Desa berdaszu=karr hrak asal usui sei:againiarra

dirnaksrrd dalanr Pasal2h';rruf a melip'ati:
a. sistem organisasi perangkat Desa:

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa

yang menggurrakan sebu'r-an setetnpat; dan

d. pengemb'angan peran matlrarakat Desa'

Fasai 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

daiain Pasal 2 irur=ui b derrganr. kriteria:
a. kevrenasrgasr yang mengutannakan kegiatan p'elayanaan

dan pemberdaYaan masyarakat;
b. kewenangarl yang mempurryai lingkup pengaturan dan

kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa

yailg $1efi-lplr1-ryai darnpaie in'r-ernai D e sa;

c. keweraangan yafrg berkaitan derrgan ke.brrt*tran dan

kepentingan sehari-hari masSrarakat Desa:

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar

prakarsa Desa;

e. prograiri kegia-ran pemer'itria-h, penrerintair pt=ovinsi, dan

pemerintatr kab,,rpaten. dam pihak ketiga yaliig telah

diserahkan dan dikelola oleh Desa: dan

f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian

Keraertamgarr Pemerilr'tali, Pefi-ret'i6tah Pr=6virrsi, dan

Pernerintah KabraPaten.

Pasai 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e

meiipuii:

a. individu;
'!:. orgaaisasi kemasy-at'akatan;
c. perguruan tinggi;



d. lembaga swadaYa masyarakat;
e. iernbaga d.onor'; dan
t. perusahaan.

Pasai 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa

rj.imaksud ciaiatlr Pasai 2 irun:f b meiipuii:

a. bidang pemenntahan Desa,

b.bidang pembangunan Desa;

sebagaimana

c.bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d.bidang pemberdayaan masyarakat Desa'

Pasal 7

Kfv",ertang.?:r lokal berskale- Desa dibidang pemerintaha:r

Desa sebegnimana rlimaksud dalern Pasal 6 huflf a antara

lain meliputi:
a.penetapan dan penegasan batas Desa;

b.pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

c.peirgelnbangan ta-ta r=ual.lg dafl peia sosiai Desae";

d.p,endataan dam pengklasifikasian tenaga keqa Desa;

e' pendataan pend'uduk ]rang bekerja pada sek-tor

pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia

kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat

partisipasi angkatan kerja;
g. pencia-raan pendueiuk ber-urnur= i5 tailurr ke;a.tas yal1g

beke4ia menurut lapangan pekerjaan jenis peke{aan

dan status Pekeqiaan;
h. pend.ataan penduduk yang bekerja diluar Negeri;

i. penetapan organisasi Pemerintah Desal

j. perrrbe*iukan Bariaii Perirrusyar.a'lar: Desa;

k. penetapan Perangkat Desa;

1. penetapan BUMDesa;

m. penetapan APBDesa;

n. penetapan Peraturan Desa;

c. pene'r-apan kerjasama aniar-Desa;

p. pembenan izin Wfigglrnaar, gedung perternuan atau

tra-lai Desa;

+ pendataan Potensi Desa;

r.pemberianizinhakpengelolaanatastanahDesa;
s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti

kejadian bencana, konflik, rawan panga n, wabah

peir3,,akii, gairgg-r-r.arl keanranal.r, dan kejaciian i-uar biasa

lainnya dalarn skala Desa',

t. pengelolaan arsitr Desa: dan

u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya

sesuai dentan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
n- _^iJC$ia.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pernbangunan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

r-rreiipuii:

a.pelayanan dasar Desa;



b.sarana dan Prasarana Desa;

c.peil.gernbangan ekonomi ickai Desa; <ian

d.pemanfaatan sumber daya alam dan tingkur:.gan Desa'

Pasai I
Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pelayanan dasar

sebagaimar-ra climaksud claianr Pasal. I irur.-uf a atriara iain

melipurti:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polinclesl

b, pengembangan tenaga kesehatan Desa;

c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:

i.iayanan gizi untuk baiita;
2.pemeriksaan ibu hamil;
.3. pemtrerian maka,nan t-a-mbaha n ;

4.penyuluhan kesehatan;
S.gerakan hiduP bersih dan sehat;

6.penimbangalL baYi; dan
T.gerakan sehat untuk lanjut usia'

d. pembinaandanpefi gawasanupayakesehatantra disionai;

e. pemantanran dan pencegahan p'erryalahgunaan nankotrka

da-rr- zai ael-iktif di tlesa-;

f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

g. pengadaan dan pengelolaan sanggar beiajar' sanggar seni

bud.aya, dan PerPustakaan Desa; dan

h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok

bei4jerr.rii Desa.

Pasal 1O

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan

prasaranaDesasebagaimanadimaksuddalarnPasalS
hun:f b aniar-a iain rrrelipuii:

a. pembar?sunan dan peme$haraafi kantor dan balaj Desa''

b. pembangr-rnan dan pemeliharaan jalan Desa:

c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;

e. pembal1g1ir1all etrergi batrr datr tet.i:amkan;

f. pembaflguna$ dan pemelihanaan rctmah ibadatr;

g. pengelclaan Pemakarna:r Desa ;

h.pembangunanrlanpemeliharaansanitasiline}<u]aean;
i.pembanzunandanpengelolaanairbersihberskalaDesa;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

i. p"*U""grtt*t dan pemeliharaan lapangan Desa;

L pembangunan dan pemel"iharaan taman Desa;

m.pembangunarl dan pemeliharaan serta pengelolaan

saluran untuk budida5ra perikanan; dan

n.pengembangan sarana dan ptasarana produksi di Desa'

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa

ekonomi lokal Desa sebagaimana

hurnf c antana lain meliPuti;

a. pembangi,inafi dan Peiigelolaan
Desa;

di bidang Pengembangan
dimaksud dalam Pasal I

pasar Desa elan kios



b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan

ikan milik Desa;

c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;

d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;

e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring

apung dan bagan ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan

penetapan cadangan Pangan Desa;

g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan

Desa;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan

penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;

i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk
pertanian dan Perik an.arl;

j. pengembangan benih lokal;

k. pengembangan ternak secara kolektif;

1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

m.pendirian dan pengelolaan BUMDesa;

n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

o. pengelolaan Padang gembala;

p. pengembangan wisata Desa diluar rencana induk

pengembangan pariwisata Kabupaten ;

q. pengelolaan balai benih ikan;

r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil

pertanian dan Perikanan; dan

S.pengembangansistemusahaproduksipertanianyang
bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya

lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman

wilayah dan masYarakat Desa;

b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;

c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan

melakukan mediasi di Desa; dan

d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong

masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

antara lain meliPuti :

a. pengembangan seni budaYa lokal;

b.pengorganisasianmelaluipembentukandanfasilitasi
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:

l.kelomPok tani;
2.kelomPok nelaYan;

3.kelompok seni budaYa; dan

4.kelompok masyarakat lain di Desa'



d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok

masyarakat miskin, perempuan, masyarakatadat, dan

difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

para-legal untuk memberikan bantuan hukum kepada

warga masyarakat Desa;

g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup

bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

kader pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha

ekonomi Desa;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan

1. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

1 .kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2.kelompok usaha ekonomi produktif;
3.kelompok Perempuan;
4.kelompok tani;
S.kelompok masYarakat miskin;
6.kelompok nelaYan;
T.kelompok Pengrajin;
8.kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

g.kelompok Pemuda; dan
l0.kelompok lain sesuai kondisi Desa'

BAB III

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

(1). Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk

memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing

sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan

situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal;

(2). Memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan

BeritaAcarayangditandatanganiolehseluruhyang
hadirdandiketahuiolehKepalaDesadanKetuaBPD;

(3).FormatBeritaAcarasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4). Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa oleh

masing-masing Desa di susun dalam Rancangan

Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak

AsaiUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa.

(5). Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat {41 dilakukan penetapan oleh Kepala Desa

menjadiPeraturanDesasetelahmendapatkesepakatan
bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan

PermusYawaratan Desa;



(6). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di

disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk
diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal O4 Januatl2AlT

l.prt. BUPATI BURUL
I

Paraf Koordinasi

Asisten I

Kadis PMD rL

Kabag Hukum A

,ff"a ,/
JUHANA SOEDRADJAT

Diundangkan di Namlea
pada tanggal O4 Januati 2017

I

,dsBrnptaRls DAERAH \.
KABUPATEN BURU,

ttttt"\
, AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 3



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : TAHUN 2Ol7
TANGGAL : 04 JANUARI 2017
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK

ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI KABUPATEN BURU

FORMAT BERITA ACARA:
KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun.. ......,bertempat di

Balai Desa. ......telah dilaksanakan rapat pengkajian dan
memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa
dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo yang
dapat laksanakan di Desa. ...berdasarkan Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor.......Tahun.....tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Sidoarjo, dengan kegiatan sebagai berikut:

A.Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal
usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten
Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor......tanggal....tentang...........dengan mempertimbangkan
situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B.Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa.. ....,, adaiah sebagai
berikut:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI

DESA.. .KECAMATAN............ .KABUPATEN BURU

A.Kewenangan Desa berdasar kan hak asal usul,
meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan

masyarakau
c. pengelolaantanahkasDe sa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang

menggunakan sebutan setemPat;
e. pengelolaan tanah bengkok;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
f. pengembangan peran masyarakat Desa.

B.Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
a. bidang pemerintahan Desa,
b. pembangunanDesa;
c. kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.



C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
oleh Pemerintah Desa. ...dan BPD.. .....terhadap
kesiapan Desa. ......dalam rangka melaksanakan
kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan
lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo yang pengaturannya
diserahkan kepada Desa. .......Kecamatan. ..dihadiri
oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di
Desa....... ...sebanyak..... ....orang, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam
penetapan Keputusan BPD. .....sebagai persetujuan BPD
kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan
Kepala desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan
seperlunya.
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